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ABSTRACT This research aims to analyze the UNEP process in response facing the threat of water crisis in Ogoni, Nigeria through Responsibility To Protect (RTPR) in human security perspective. The water crisis caused a threat to the survival of the Ogoni community by decreasing the water quantity supply, increasing economic, social and health issues. This issue discussed by answering question to how UNEP implementing the Responsibility to Protect (RTPR) in dealing with water crisis issues in Ogoni, Nigeria. This research used collected data from various sources including, literary sources, news and reports. Data were analyzed with responsibility to protect of international community from human security perspective in international relations. By using descriptive qualitative method, this research shows what is done by UNEP as a fulfillment of the fundamental rights of the Ogoni community through environmental assessment project and regulatory policy recommendations as well as build a facility sanitation and water supply. 
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1. PENDAHULUAN 
Mendapatkan akses air bersih yang cukup, 

aman, layak dan dapat dikonsumsi merupakan 
hak tiap individu. Hak atas ketersediaan air 
bersih juga telah ditetapkan oleh Komite Hak 
Ekonomi Sosial dan Budaya (The Committee on Economic, Social and Cultural Rights/CESCR) 
PBB bulan November 2002, yakni pada general comment no.15. Menurut dokumen PBB 
tersebut hak atas air bersih merupakan salah 
satu yang terpenting untuk direalisasikan 
disebabkan oleh kelangsungan hidup manusia 
sangat bergantung pada ketersediaan air bersih 
(Coleman, 2012). 

 Dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan 
manusia akan sulit dijalankan tanpa adanya air 
bersih. Oleh sebab itu, pemenuhan akan 

kebutuhan air bersih baik untuk kepentingan 
pribadi maupun kepentingan publik merupakan 
suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
negara atau pemerintah. Sehingga ketersedian 
air bersih sangat perlu dijaga agar tidak muncul 
masalah berupa krisis air bersih. Krisis air bersih 
merupakan sebuah fenomena yang dapat 
mengancam kelangsungan hidup manusia. 
Terjadinya krisis air dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor antara lain kekurangan sumber 
mata air, pencemaran lingkungan, kekeringan 
dan banjir.  

Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat 
di Nigeria, meskipun negara tersebut 
merupakan salah satu negara produsen minyak 
terbesar keenam di dunia dengan rata-rata 
produksi 2,7 juta barel per hari mengalami 



2  permasalahan krisis air yang berdampak sangat 
signifikan bagi kehidupan masyarakatnya 
(Badejo, n.d).Krisis air bersih di Nigeria bermula 
ketika perusahaan minyak milik Shell Petroleum Development Company (SPDC) melakukan 
pengeboran pertama pada tahun 1956, di Ogoni 
yang merupakan desa/komunitas yang berada 
di kawasan Delta Niger, Nigeria. 

Aktifitas dari eksplorasi dan eksploitasi 
minyak tersebut mengakibatkan sekitar 
2.369.470 barel minyak yang tumpah ke 
lingkungan dan sumber air di Nigeria yang 
akhirnya mencemari perairan, tanah 
persawahan dan sumber air untuk irigasi 
(Badejo, n.d ). Menurut studi yang dilakukan Niger Delta Environment Survey (NDES) pada 
tahun 2000 terdapat pula penurunan kuantitas 
air di Ogoni. Pada tahun 2003 hingga tahun 
2006 menunjukan kuantitas air yang tersedia 
untuk keperluan rumah tangga di kawasan 
tersebut menurun. Namun pada tahun 2005 
kuantitas air yang tersedia mengalami kenaikan 
sebanyak 140.593,03 m3. Kenaikan tersebut 
dikarenakan pada tahun 2005 pemerintah 
Nigeria menerapkan program The National Water Policy (NWP) untuk mendukung supply 
air.  

Penerapan program tersebut tidak 
berpengaruh secara signifikan karena pada 
tahun 2006 kuantitas air yang tersedia kembali 
mengalami penurunan. Sehingga jumlah 
pasokan air di tahun 2003 sebanyak 141.531,7 
m3 berkurang menjadi 94.435,8 m3 di tahun 
2006. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa 
faktor yaitu infrastuktur yang kurang memadai, 
kurangnya biaya dalam realisasi program, serta 
kurang efektifnya pemeliharan alat dan distribusi 

program (Chukwu, 2015). Hasil dari penelitian 
yang dilakukan oleh Niger Delta Environmental 
Survey (NDES) juga menyatakan, 73,2% dari 
responden dikawasan Delta Niger 
mengkonsumsi kurang dari 100 liter per kapita 
per hari. Hal tersebut sangat jauh dari standar 
yang dikeluarkan oleh WHO yaitu 120 liter per 
kapita per hari (Niger Delta Environmental Survey (NDES), 2000). 

Selain adanya penurunan kuantitas air, 
menurut data penelitian yang dikeluarkan oleh 
UNEP pada tahun 2007 menyatakan bahwa 
sumber mata air dikawasan Ogoni tercemar 
senyawa hidrokarbon dan bensol (Programme 
U. N., 2011). Kondisi tersebut kian 
memperparah situasi di Ogoni. Masyarakat 
Ogoni terpaksa harus mengkonsumsi air sungai 
yang sudah tercemar sehingga banyak 
masyarakat Ogoni yang terserang penyakit kulit, 
diare dan kanker (Oyibode, 2016). Hal ini 
disebabkan karena tidak adanya alternatif lain 
untuk konsumsi air bersih. 

 Selain kanker, Masyarakat Ogoni juga 
banyak yang mengalami penyakit pernafasan 
seperti asma dan bronchitis. Kebanyakan 
penderita berasal dari kalangan anak-anak atau 
balita disebabkan oleh kondisi tubuh yang masih 
rentan terhadap segala macam penyakit  
(Livesey, 2001).  

Krisis air tersebut kemudian 
menimbulkan polemik di antara grassroot1 
bersama aktifis lingkungan dengan pemerintah.                                                            
1 suatu lapisan masyarakat yang berada paling 
bawah, yang merasakan dan bersentuhan 
langsung dengan kehidupan yang sulit. Dikutip 
dari kamus online Cambridge. Diakses melalui 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/englis
h/grassroots. Pada tanggal  29 april 2018 pukul 
16:12 wita. 



3  Mengingat permasalahan tersebut tidak 
menemukan titik-terang sejak tahun 1956.  

Pecah konflik pertama antara grassroot 
dengan pemerintah Nigeria dimulai pada tahun 
1990. Pada tahun tersebut muncul gerakan 
yang bernama Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP) (Manby, p. n.d). 
Gerakan aksi protes ini menyuarakan hak dari 
masyarakat ogoni dengan membuat Ogoni Bill of Rights. Tujuan utamanya adalah untuk 
menghentikan Shell beroperasi di Ogoni Delta 
Niger, serta melakukan pembersihan atas 
tumpahan minyak yang terjadi pada sumber-
sumber mata air dan lingkungan yang tercemar. 
Berbagai aksi protes yang dijalankan oleh 
MOSOP tersebut diprakarsai oleh Ken Saro 
Wiwa yang merupakan seorang aktivis 
lingkungan di Nigeria. (Hallmark, 2017) 

Pemerintah Nigeria merespon adanya 
tekanan tersebut dengan memperbaiki sistem 
dan regulasi kebijakannya termasuk 
penanganan masalah oil spill serta manajemen 
mengenai water supply dan sanitasi (Nigeria: 
Petroleum, Pollution and Poverty in The Niger 
Delta, 2009). Namun hingga saat ini pemerintah 
Nigeria belum mampu menyelesaikan 
permasalahan tersebut. Sampai pada akhirnya 
Negara harus bersikap represif terhadap 
warganya sehingga terjadi pelanggaran HAM 
ketika adanya konflik berkepanjangan. Terlihat 
pemerintah Nigeria tidak memiliki kapabilitas 
dalam proteksi hak asasi manusia warganya. 
Sampai pada akhirnya tahun 2006, organisasi 
internasional dibawah naungan PBB yaitu UNEP 
(United Nations Environment Programme) 
merespon permasalahan krisis air di Nigeria 

dengan melakukan assessment2 di negara 
tersebut. Tindakan yang diambil oleh UNEP 
merupakan sebuah bentuk tanggung jawab Responsibility To Protect (RTPR) komunitas 
internasional3 dalam perspektif human security 
mengatasi permasalahan ancaman keamanan 
Nigeria.  

Permasalahan krisis air di Ogoni 
tersebut dinilai sebagai Global Public Good4 
yang memerlukan kolektif respon tidak hanya 
dari negara namun juga respon dari komunitas 
internasional. Hal inilah yang menjadikan UNEP 
terlibat menyelesaikan permasalahan krisis air di 
Negara tersebut. Sehingga UNEP ditujukan 
sebagai pihak yang nantinya mampu berperan 
dalam mengatasi permasalahan krisis air di 
Ogoni, Nigeria (Programme, 2011).                                                            
2 Menurut Glosarium Kementrian Sosial 
Republik Indonesia Assesmen adalah Proses 
pengungkapan dan pemahaman permasalahan, 
kebutuhan, dan potensi klien, serta sumber yang 
dapat digunakan untuk mengatasi 
permasalahan klien. Diunduh dari Kepmensos 
No. 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis 
Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Diakses 
melalui 
https://www.kemsos.go.id/content/asesmen, 
pada tanggal 11 februari 2018 pukul 15:45 wita 
3 Menurut Konsep Human Security dalam 
Tadjbakhsh dan Chenoy (2007) Responsibility to Protect (RTPR) Komunitas Internasional 
merupakan respon komunitas internasional jika 
dengan berbagai sebab, suatu negara tidak 
mampu atau tidak memiliki kemauan untuk 
melindungi rakyatnya, maka itu akan menjadi 
tanggung jawab komunitas internasional untuk 
memberikan perlindungan. 
4 Dalam Tadjbakhsh dan Chenoy (2007) Human Security memandang masalah yang 
mengancam kelangsungan hidup individu yang 
berasal dari ancaman keamanan insani 
dipandang sebagai bentuk dari global public goods. Sehingga memerlukan respon kolektif 
dari berbagai aktor di arena internasional dalam 
penyelesaiannya tanpa memandang adanya 
batasan dalam suatu Negara. 



4  2. KAJIAN PUSTAKA 
Penelitian ini menggunakan dua tulisan 

sebagai kajian pustaka yaitu tulisan karya 
Yasushi Katsuma dengan judul Education as an Approach to Human Security: A Case of Afghanistan yang dipublikasikan tahun 2004 dan 
tulisan karya Ross Michael Pink dengan judul Water Rights in China and India: A Human Security Perspective yang dipublikasikan pada 
tahun 2016. Tulisan pertama yang berjudul education as an Approach to Human Security: A Case of Afghanistan (2004) karya Yasushi 
Katsuma memaparkan pentingnya pendidikan 
bagi anak-anak dan perempuan sebagai fokus 
utamanya dalam pendekatan human security di 
Afghanistan. adanya isu diskriminasi terhadap 
kaum perempuan Afghanistan dibawah rezim 
Taliban, terdapat kebijakan melarang kaum 
perempuan untuk bersekolah dan mobilitas 
mereka yang jauh tertinggal jika dibandingkan 
dengan kaum laki-laki negara tersebut.  

Katsuma (2004) menekankan 
bagaimana upaya komunitas internasional 
merespon permasalahan jika sebuah Negara 
tidak mampu memenuhi kewajibannya 
mewujudkan hak masyarakatnya sebagai 
bentuk responsibility to protect (RTPR) Sebagai 
tanggapan, komunitas internasional mencoba 
memberikan respon dengan mempromosikan 
pemberdayaan dan perlindungan anak 
perempuan dengan mendukung sekolah 
berbasis rumah di tingkat masyarakat. 

Tulisan kedua yaitu Water Rights in China and India: A Human Security Perspective 
(2016) karya Ross Michael Pink memaparkan 
bahwa sebuah Negara dengan populasi 
penduduk terbanyak di dunia yaitu Cina and 

India yang tengah menghadapi permasalahan 
krisis air sebagai fokus utamanya. Penelitian 
Pink (2016) ini lebih menekankan bagaimana 
suatu permasalahan dapat mengancam 
keamanan kedua negara tersebut serta  
memiliki hubungan interkonektivitas antara satu 
sama lain sesuai dengan tujuh bentuk ancaman 
dalam konsep human security. Pink (2016) 
menganalisis ancaman tersebut seperti efek 
domino. Permasalahan krisis air bersih yang 
terjadi di kedua negara tersebut tentunya akan 
berdampak pada kehidupan manusia seperti 
terjadinya kelaparan karena sumber daya alam 
yang berkurang, kehilangan mata pencaharian, 
hingga akses pelayanan kesehatan yang tidak 
memadai. 

Kedua tulisan tersebut memperkuat 
justifikasi penelitian ini dimana dijelaskan bahwa 
terdapat suatu permasalahan yang mengancam 
kelangsungan hidup manusia namun negara 
tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk 
mewujudkan dan memberikan hak di tiap-tiap 
individu negaranya sehingga perlu adanya 
keikutsertaan dari organisasi internasional 
dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain 
itu dijelaskan pula pemahaman mengenai 
pentingnya masalah baru yang berkaitan 
dengan ancaman-keamanan terhadap 
masyarakat yang harus segera ditindak lanjuti 
serta menjadi prioritas utama baik negara 
maupun komunitas internasional melalui responsibility to protect (RTPR) dalam 
merealisasikan tanggung jawabnya. 

 
3. METODE PENELITIAN  

penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif deskriptif dengan 



5  mendeskripsikan bagaimana proses organisasi 
internasional yaitu UNEP dalam mengatasi 
ancaman krisis air di Ogoni, Delta Niger sebagai 
bentuk tanggung jawab melalui Responsibility to Protect. Data yang digunakan adalah data- data 
yanf berasal dari dokumen-dokumen resmi 
berupa literature atau jurnal dalam bentuk buku 
atau e-book yang berkaitan dengan 
pembahasan yaitu upaya komunitas 
internasional dalam bertanggung jawab 
mengatasi ancaman lingkungan di suatu negara 
melalui konsep responsibility to protect (RTPR) 
dalam human security.  

Dalam penelitian ini unit analisis yang 
digunakan adalah sistem internasional yaitu 
UNEP. Unit analisis tersebut digunakan untuk 
melihat serta menganalisis proses UNEP dalam 
mengatasi ancaman krisis air dalam mengatasi 
ancaman lingkungan yaitu krisis air di Ogoni, 
Delta Niger Nigeria pada tahun 2006-2011 
melalui responsibility to protect (RTPR) dalam 
perpesktif human security. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data secara 
tidak langsung hanya melalui teknik studi 
kepustakaan serta analasis melalui dokumen 
dengan analisis melalui hasil laporan penelitian 
yang berupa literature atau jurnal dalam bentuk 
buku atau e-book yang menyajikan informasi 
dan data yang berkaitan dengan proses yang 
dilakukan UNEP dalam mengatasi ancaman 
lingkungan yaitu krisis air di Ogoni, Delta Niger, 
Nigeria dan disajikan secara teks dalam bentuk 
narasi.   

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam perspektif human security peran 
Negara sangat dibutuhkan karena negara 

sebagai aktor yang berwenang memiliki 
kapabilitas untuk melindungi individu yang 
tinggal dalam batas-batas wilayahnya. Human security memandang Kedaulatan sebagai 
tanggung jawab (sovereignty as responsibility) 
negara dalam menciptakan keamanan bagi 
masyarakatnya (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). 
Pada hakekatnya dalam perspektif human security Negara memilki tiga kewajiban 
tanggung jawab (responsibility to protect) dalam 
merespon suatu permasalahan domestiknya.  

Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung 
jawab negara dalam mencegah dan melindungi 
warga negara dari segala bentuk ancaman, 
memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat dan 
menjamin kesejahteraan mereka, serta 
memberdayakan masyarakat. Namun tidak 
semua negara dapat menjalankan fungsi 
tersebut secara maksimal. Seringkali Negara 
tidak mampu untuk menyelesaikan 
permasalahannya. Hal ini dikarenakan bilamana 
sesuatu hal, Negara tidak mampu atau tidak 
memiliki kapabilitas (incapable state) atau tidak 
memiliki kemauan (unwilling state) untuk 
melindungi serta bertanggung jawab atas 
permasalahan yang sedang dihadapi 
masyarakatnya. 

 Secara harafiah dalam Tadjbakhsh dan 
Chenoy (2007) incapable state merupakan 
ketidakmampuan negara untuk menegakkan 
hukum, membuat kebijakan yang bersifat 
berkelanjutan, memiliki institusi dan badan 
negara yang tidak efektif, tidak mampu 
memaksimalkan penggunaan pajak dan yang 
terpenting adalah tidak mampu menyediakan 
fasilitas publik yang penting. Hal tersebut secara 
jelas menggambarkan situasi di Nigeria saat ini. 



6  Terlihat ketika pemerintah Nigeria tidak mampu 
mengimplementasikan kebijakannya dalam 
penanganan masalah krisis air di 
Ogoni.Pemerintah Nigeria tidak memiliki 
kapabilitas dalam membuat serta menjalankan 
kebijakan dalam penangan masalah krisis air di 
Negaranya secara efektif.  Merujuk pada 
konteks human security walaupun negara tidak 
mampu menyelesaikan permasalahannya, 
terdapat mekanisme penyelesaian 
permasalahan terkait ancaman keamanan insani 
yaitu melalui keterlibatan International 
community. Hal inilah yang merepresentasikan 
Organisasi Internasional yaitu UNEP   terlibat 
dalam penyelesian masalah di Ogoni. 

Dalam perspektif human security 
keterlibatan aktor internasional menjadi suatu 
hal yang signifikan dalam mekanisme 
penyelesaian permasalahan ancaman 
keamanan insani di suatu Negara. Sehingga 
pada konteks human security kedaulatan negara 
tidak lagi dipandang sebagai perisai yang 
bersifat ekslusif untuk terhindar dari intervensi 
aktor internasional terlibat menyelesaiakan 
permasalahan kejahatan yang luar biasa 
(MacFarlane & Khong, 2006). Sehingga semua 
aktor di arena internasional memiliki peran untuk 
terlibat dalam menyelesaikan permasalahan 
tersebut.  

Melihat pola keterlibatan UNEP dalam 
menyelesaikan permasalahan krisis air di Ogoni, 
Nigeria penelitian ini merujuk kepada tiga 
asumsi dasar konsep human security dalam 
Tadjbakhsh & Chenoy (2007).  Dalam penelitian 
ini melihat UNEP memposisikan bagaimana 
posisi individu sangat penting untuk dilindungi. 
Tiga asumsi dasar dari perspektif Human security tersebut adalah Security from what? Security of whom? dan Security by what means?. Dalam human security, asumsi 

pertama yaitu Security of whom? menekankan 
pada individu sebagai objek penting yang harus 
diperhatikan. Keberadaan individu merupakan 
sesuatu hal yang penting walaupun individu 
merupakan bagian terkecil dari entitas negara. 
Namun lebih dari itu, individu dapat dikatakan 
menjadi penentu nasib dari suatu komunitas 
atau masyarakat yang berada di suatu wilayah 
Negara tersebut.  

Penelitian ini melihat melalui perspektif human security bagaimana UNEP 
mendeskripsikan bahwa fenomena yang terjadi 
di Ogoni merupakan sebuah permasalahan 
yang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor 
maupun sektor tertentu namun lebih luas yaitu 
apa yang salah dari kondisi di Negara tersebut 
sehingga mengancam keberadaan individu 
negara tersebut. Masyarakat ogoni kebanyakan 
tidak mendapatkan hak-hak dasarnya dengan 
baik, khususnya hak untuk mendapatkan akses 
air bersih yang layak.  

Asumsi kedua pada human security 
yaitu security for what? Keamanan tidak selalu 
berfokus terhadap nilai pencapaian 
kesejahteraan individu namun berfokus pada 
resiko yang dapat mengancam serta merampas 
kesejahteraan yang menjadi hak tiap individu.  
UNEP berusaha melihat bahwa permasalahan 
krisis air di Nigeria dapat mengancam 
kelangsungan hidup individu di Nigeria. Krisis air 
bersih yang terjadi dapat memberikan efek 
domino pada kelangsungan hidup individu di 
Ogoni Nigeria (Nef, 1999). Permasalahan krisis 
air memiliki interkonektivitas dengan 



7  permasalahan lainnya seperti terjadinya 
kelaparan karena sumber daya alam yang 
berkurang, kehilangan mata pencaharian, 
hingga akses sumber mata air bersih dan 
sanitasi yang tidak memadai. Selain itu, 
perrmasalahan tersebut juga dapat mengancam 
stabilitas keamanan negara Nigeria karena 
human security menjelaskan bahwa eksistensi 
dari keamanan negara akan terganggu dan 
terancam jika kesejahteraan dari individu 
sebagai suatu entitas negara terganggu, maka 
diyakini bahwa keamanan negara secara 
keseluruhan juga akan terancam (Howard-
Hassmann, 2012). 

Ancaman lingkungan merupakan 
ancaman yang menggambarkan situasi di Ogoni 
saat ini. Ancaman tersebut pada konsep human security memaparkan mengenai bagaimana 
masalah lingkungan dapat menyebabkan 
kelangkaan sumber daya alam untuk konsumsi 
manusia. Hal ini berkaitan dengan ancaman 
yang akan lebih banyak masuk ke dalam 
kategori ‘freedom from want’.  Ancaman dari 
masalah lingkungan yaitu krisis air muncul di 
Ogoni, Nigeria karena individu merasa 
kehidupan yang tidak sejahtera membuat 
mereka hidup dalam ketidaktenangan. Akses 
terhadap air bersih untuk kelangsungan hidup 
individu merupakan kebutuhan dasar yang 
sangat vital. Sumber daya air memiliki 
keterkaitan erat dengan kesejahteraan 
masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa 
adanya akses terhadap air bersih dan sanitasi 
maka akan mengancam kelangsungan hidup 
serta kesejahteran individu tersebut.  

Asumsi ketiga dalam mendeskripsikan 
permasalahan krisis air di Ogoni Nigeria yaitu 

Security by what means? Pada asumsi ini 
menekankan pada strategi yang digunakan 
dalam mengatasi ancaman lingkungan 
khususnya mengenai krisis air di Nigeria. Cara 
yang digunakan dalam konsep ini dengan 
implementasi kebijakan yang berkelanjutan. 
Seperti yang dilakukan oleh badan internasional 
antar-pemerintah negara, yaitu UNEP melalui 
assessment yang membantu dan mengawasi 
pembangunan sistem regulasi kebijakan 
masalah lingkungan di Nigeria secara 
menyeluruh, baik dari pembangunan individu, 
serta penyediaan fasilitas sanitasi yang 
berkualitas. Keterlibatan UNEP dalam 
mengatasi krisis air di Nigeria direalisasikan 
pada tahun 2006 hingga 2011. Hal ini 
menunjukkan adanya strategi berkelanjutan 
yang dilakukan oleh UNEP sebagai bentuk 
respon komunitas internasional bertanggung 
jawab mengatasi suatu permasalahan individu 
yaitu khususnya masyarakat di Ogoni Nigeria.  

Melalui perspektif human security dalam 
penerapan strategi tersebut terdapat upaya 
yang harus dilakukan UNEP.  Upaya yang 
dilakukan oleh UNEP ini merupakan bentuk dari 
tanggung jawab international community atau responsibility to protect.  Lincoln Chen (dalam 
King& Murray, 2001-2002) mendeskripsikan 
terdapat cara atau strategi yang dapat 
digunakan dalam mengatasi permasalahan 
ancaman kemanan insani melalui perspektif human security yaitu risk assessment, prevention, protection, and compensation. Risk assessment ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
akar dari permasalahan serta resiko yang 
didapatkan akibat munculnya permasalahan 
dalam suatu populasi tertentu maupun 



8  masyarakat. Human security menekankan 
pentingnya assessment sebagai metode yang 
komprehensif dalam mengatasi permasalahan 
ancaman keamanan (King & Murray, 2001-
2002). Strategi ini merupakan cara yang tepat 
dan efektif untuk melakukan pendekatan serta 
mencari akar persoalan dari permasalahan 
tersebut.  

Dalam penelitian ini menggambarkan 
UNEP melakukan assessment di Ogoni Nigeria 
sebagai responsibility to protect komunitas 
internasional. Pertama UNEP terlebih dahulu 
mempersiapkan rencana serta target dari 
penilaian yang komprehensif. Setelah tahap 
perencanaan selesai, selanjutnya UNEP merilis 
hasil dari assessment tersebut. Assesment 
tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi 
untuk pemerintah Nigeria. Sehingga dalam 
penerapannya negara dapat 
mengimplementasikannya melalui regulasi 
kebijakan publik yang lebih efektif sebagai 
bentuk pencegahan serta proses pembangunan 
kembali pasca terjadinya degradasi lingkungan. 

Dalam mengatasi permasalahan krisis 
air di Ogoni Nigeria sebagai wujud responsibility to protect international community UNEP 
melakukan penilaian berbasis lingkungan di 
negara tersebut. Pada tahapan pertama tahun 
2006 UNEP melakukan perencanaan atas 
penilaian berbasis lingkungan di Ogoni Nigeria. 
Proses perencanaan penilaian tersebut dimulai 
dari UNEP melakukan diskusi dengan 
stakeholder meliputi presiden Nigeria, 
pemerintah serta manajemen perusahaan 
minyak SPDC (Programme, Environmental 
Assessment Of Ogoniland, 2011). Diskusi ini 
dilaksanakan oleh UNEP bertujuan untuk 

mengajak para petinggi tersebut mengunjungi 
desa Ogoni dan bertemu dengan para petinggi 
masyarakat Ogoni. Hal ini dilakukan oleh UNEP 
dengan tujuan memfasilitasi mediasi untuk 
mengetahui serta memahami perspektif dan 
harapan masyarakat setempat. Selain 
melakukan diskusi UNEP juga mempersiapkan 
perencanaan strategis yang komprehensif 
dengan melakukan presentasi proposal yang 
meliputi rencana kerja dari tahun 2007 hingga 
2011 dan membuat rancangan anggaran biaya 
yang diperlukan dalam mengatasi krisis air di 
Ogoni Nigeria.  

Pada bulan Januari tahun 2007 UNEP 
membagi penilaian atas krisis air di ogoni 
Nigeria kedalam dua tahapan yaitu pertama 
Penilaian komprehensif lingkungan Ogoni Delta 
Niger Nigeria dan yang kedua merupakan hasil 
dari penilaian lingkungan berupa rekomendasi 
kebijakan untuk pembersihan lingkungan 
berdasarkan penilaian dan perencanaan yang 
sudah disepakati bersama antara UNEP dengan 
pemerintah Nigeria (Programme, Project 
Document Environmental Survey of Ogoniland , 
2007).Penilaian lingkungan yang dilakukan oleh 
UNEP ini terbagi atas 8 subjek penilaian.  
Subjek tersebut meliputi aspek lingkungan 
seperti kontaminasi minyak terhadap tanah 
tanah (soil contamination), pencemaran air 
bawah tanah (groundwater contamination), 
radioaktif (naturally occurring radioactive), 
kontaminasi minyak terhadap air permukaan 
(surface water), kontaminasi minyak terhadap 
ikan, dampak yang ditimbulkan akibat 
pencemaran minyak, kontaminasi minyak 
terhadap hutan bakau, kontaminasi gas atau zat 
kimia di udara serta dampak pencemaran 



9  minyak terhadap kesehatan masyarakat 
(Programme, Project Document Environmental 
Survey of Ogoniland , 2007). 

Dalam proses penilaian lingkungan, 
UNEP juga menggunakan beberapa cara dalam 
rangka pemulihan lingkungan di Ogoni sebagai 
upaya mengatasi permasalahan krisis air yang 
terjadi di Negara tersebut.  Terdapat dua proses 
dalam mengatasi krisis air melalui program 
remediasi lingkungan Remediation by Enhanced Natural Attenuation (RENA) yaitu: 

a.  Proses Remediasi Tanah 
Remediasi tanah akan terbagi kedalam 

tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu melalui 
teknologi canggih yang terdiri dari Insinerasi, 
Desorpsi Termal, dan Hidroksing. Kedua 
teknologi menengah yang terdiri dri Ex Situ Biotreatements yang menggunakan membran high density polyethylene (HDPE) untuk 
mencegah terjadinya kontaminasi lokasi tempat 
remediasi Ex situ dilakukan. Terakhir teknologi 
sederhana yang meliputi In-situ lahan pertanian 
melalui peningkatan atenuasi alami. 

b. Remediasi Air Tanah.  
Remediasi air tanah juga akan terbagi 

kedalam tiga tahapan yaitu Teknologi canggih 
meliputi Pemompaan dan teknologi pengolahan 
air. Kedua teknologi menengah meliputi 
penanaman tanaman Reed bed, melakukan 
pemisahan minyak dengan menggunakan oil traps serta melokalisasi tumpahan minyak 
menggunakan pelampung pembatas penahan 
minyak (absorbent booms). Terakhir yaitu 
melalui teknologi sederhana dengan cara 
peningkatan atenuasi alami. Cara-cara ini 
dilakukan dengan menutup sumber tumpahan 
minyak dan memblokir gorong-gorong serta 

menggali parit-parit disekitar tumpahan minyak 
melalui tiga tahapan teknologi tersebut. Hal ini 
bertujuan sebagai upaya pencegahan tumpahan 
minyak meluas ke daerah-daerah lainnnya. 

Pada tahun 2011 UNEP merilis sebuah 
rekomendasi yang ditujukan untuk pemerintah 
Nigeria, masyarakat serta stakeholder 
perusahaan minyak yang telah mencemari 
lingkungan di Ogoni. Hasil dari proses penilaian 
yang dilakukan UNEP tersebut terbagi atas dua 
bagian. Bagian pertama merupakan 
rekomendasi teknik mengenai cara yang harus 
dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi 
situasi di Ogoni saat ini khususnya penanganan 
krisis air di Negara tersebut yaitu:  

a) Operational recommendations 
merupakan tahapan pertama dari bagian 
pertama hasil dari penilaian lingkungan yang 
dilakukan oleh UNEP di Ogoni yaitu mengenai 
rekomendasi operasional yang harus dilakukan 
sebagai langkah awal pencegahan terhadap 
terjadinya luapan minyak kembali. Pada tahapan 
ini juga berisikan bagaiamana langkah yang 
seharusnya dilakukan dalam mengatasi krisis air 
di Ogoni yang meliputi pemeliharaan fasilitas 
supply air yang masih dapat digunakan, 
penutupan ladang minyak illegal serta 
pencegahan dan penghentian seluruh aktifitas 
kegiatan industry minyak illegal. 

b) Technical recommendations 
merupakan tahapan kedua pada bagian 
pertama hasil dari penilaian lingkungan oleh 
UNEP yang berisikan rekomendasi pembersihan 
minyak pada sumber-sumber air dan tanah, 
remediasi rawa-rawa, pembersihan lahan hutan 
bakau, serta pembersihan air tanah melalui 
proses in situ dan ex situ.  Pada tahapan ini 



10  UNEP membuat suatu badan pengelolaan 
lingkungan terpadu yaitu Integrated Contaminated Soil Management Centre. Pusat 
pengelolaan ini merupakan pusat perawatan 
lingkungan untuk bioremediasi dan pusat kontrol 
utama atas aliran air bersih yang akan bertindak 
sebagai pusat dari penanganan, pengolahan 
dan pembersihan tanah dan air yang telah 
tercemar oleh minyak. 

c) Public health recommendations 
merupakan tahapan ketiga pada bagian pertama 
hasil dari penilaian lingkungan oleh UNEP. Pada 
tahapan ini UNEP merekomendasikan langkah 
apa yang harus dilakukan pada masyarakat 
ogoni yang hidup dalam ketidakamanan. UNEP 
merekomendasikan untuk melakukan 
pengawasan medis serta melakukan analisis 
kesehatan ditiap kelompok masyakarat Ogoni 
hal ini dilakukan sebagai proses dalam 
pencegahan serta pemberdayaan masyarakat 
untuk memastikan setiap dampak kesehatan 
yang terjadi dapat diidentifikasi secara awal dan 
segera dapat ditindaklanjuti. Pemeriksaan medis 
secara rutin juga harus dilakukan karena 
sebagian besar masyarakat Ogoni telah rutin 
mengkonsumsi makanan maupun air dari 
sumber yang terkontaminasi oleh minyak. 

Pada bagian kedua hasil penilaian 
lingkungan, terdapat tiga tahapan yang 
direkomendasikan oleh UNEP sebagai bentuk responsibility to protect international community 
dalam mengatasi krisis air di Ogoni yaitu: 

a) Tahap pertama rekomendasi 
UNEP kepada pemerintah Nigeria dalam 
menangani permasalahan lingkungan 
khususnya dalam mengatasi terjadinya krisis air 
di negara tersebut yaitu Pemerintah Nigeria 

harus membentuk suatu badan otoritas dalam 
remediasi lingkungan di Ogoni. Otoritas ini 
nantinya akan menjadi lembaga pelaksana 
program yang sudah direkomendasikan UNEP 
dengan mengimplentasikan program tersebut 
dalam kurun waktu 10 tahun untuk mengatasi 
permasalahan krisis air di Ogoni Nigeria.  

b) Tahap kedua UNEP 
merekomendasikan agar pemerintah Nigeria 
membuat rancangan anggaran dana restorasi 
lingkungan untuk Ogoni karena pada proses 
pelaksanaan program pembersihan minyak 
serta pembangunan fasilitas air dan sanitasi 
UNEP memperkiran biaya yang akan 
dikeluarkan sebesar USD 1 Milyar. Sehingga 
pembuatan proposal pendanaan cukup penting 
di proyeksikan kedalam rancangan anggaran 
dana agar semua program yang 
direkomendasikan oleh UNEP dapat terlaksana 
dengan efektif. Dana tersebut harus digunakan 
hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan 
remediasi lingkungan Ogoni, termasuk 
pembangunan infrastruktur, pendanaan pekerja 
dan resolusi konflik.  

c) Tahapan ketiga yaitu 
pemerintah Nigeria harus membangun fasilitas 
pemberdayaan dan pembelajaran untuk 
remediasi lingkungan khususnya masalah krisis 
air. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi 
masyarakat akan dampak kontaminasi minyak 
yang terjadi pada Kawasan Ogoni Nigeria. 
Selain membangun fasilitas pemberdayaan dan 
pembelajaran, Pemerintah Nigeria wajib 
melakukan kampanye social dalam peningkatan public awareness yang bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman masyarakat 
mengenai dampak lingkungan serta kesehatan 



11  yang timbul akibat krisis air yang terjadi 
dikawasan tersebut. Tentunya hal tersebut juga 
harus mencakup komponen pendidikan formal 
dalam kurikulum akademis di Ogoni Nigeria. 
Semua pembangunan fasilitas tersebut haruslah 
didukung oleh pembangunan kapasitas lembaga 
pemerintah yang sinergis dengan meningkatkan 
kapabilitas sumber daya manusia yang nantinya 
memungkinkan untuk menjalankan tugas dan 
mengimplementasikan program secara efektif.  

Dari proses penilaian lingkungan hingga 
menghasilkan rekomendasi kebijakan 
penanganan permasalahan krisis air yang 
berkelanjutan penelitian ini melihat hal tersebut 
sebagai responsibility to protect yang telah 
dijalankan oleh UNEP.  Dalam proses tersebut 
dapat terlihat bahwa upaya yang dilakukan oleh 
UNEP terlibat mengatasi permasalahan krisis air 
di Nigeria, badan internasional tersebut mampu 
menjadi mediator dalam menyelesaiakan 
permasalahan yang berkepanjangan tersebut. 
Keterlibatan UNEP mampu memenuhi salah 
satu kebutuhan vital masyarakat Ogoni untuk 
bisa meraih haknya yaitu memperoleh akses air 
bersih serta pembersihan minyak di lingkungan 
Ogoni Nigeria.  

5. KESIMPULAN 
Ketidakmampuan pemerintah Nigeria dalam 

mengatasi permasalahan krisis air di Negaranya 
menjadikan Organisasi Internasional yaitu 
UNEP terlibat dalam penyelesaian masalah 
tersebut. Keterlibatan UNEP ini merupakan 
respon atas komitmen Komunitas Internasional 
dalam bertanggung jawab mengatasi 
permasalahan krisis air di Nigeria sebagai upaya 
mengatasi permasalahan yang dapat 

mengancam kelangsungan hidup individu di 
Ogoni, Delta Niger, Nigeria.  

Melalui penilaian berbasis lingkungan yang 
dilakukan oleh UNEP penelitian ini melihat hal 
tersebut sebagai perwujudan atas responsibility to protect komunitas internasional yaitu 
memfasilitasi masyarakat melalui pencegahan 
sebab-sebab terjadinya konflik atau 
permasalahan keamanan insani. Upaya yang 
dilakukan oleh UNEP melalui program penilaian 
lingkungan dapat dikategorikan sebagai bentuk prevention dalam responsibility to protect 
komunitas internasional, hal ini dapat dilihat 
ketika UNEP memfasilitasi masyarakat Ogoni 
Nigeria dengan melalukan studi analisis 
berbasis teknologi untuk mencari solusi terbaik 
mengatasi permasalahan ancaman keamanan 
yaitu krisis air di Ogoni. kemudian UNEP juga 
memfasilitasi perlindungan dan proteksi 
keamanan masyarakat serta memberdayakan 
masyarakat untuk menjamin hak-hak warga 
Negara Ogoni dalam bidang Lingkungan. 

Penelitian ini melihat apa yang dilakukan 
oleh UNEP sebagai bentuk pemenuhan hak-hak 
dasar masyarakat Ogoni melalui penilaian 
lingkungan serta rekomendasi membuat suatu 
regulasi kebijakan dan membangun fasilitas 
sanitasi dan supply air yang merata. Hal ini 
tentunya merujuk pada kategori protection 
dalam responsibility to protect komunitas 
internasional. Selain itu UNEP juga memberikan 
edukasi dan memberdayakan masyarakat Ogini 
sebagai wujud dari empowerment dalam responsibility to protect komunitas internasional. 
Hal ini berkaitan dengan bagaimana tanggung 
jawab komunitas internsional untuk memastikan 
bahwa individu di Negara tersebut mampu 



12  melanjutkan hidup ke depannya dengan lebih 
produktif sehingga mampu melangsungkan 
hidup dengan aman dan mandiri 
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